
 

 
 

BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

NOMOR   17   TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIAMIS, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

b. bahwa sehubungan adanya kesalahan penunjukan Pasal pada 

Pasal 13, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

14. Peraturan Persiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun  2008 Nomor 3; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 15); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

dan 
 

BUPATI CIAMIS 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, diubah untuk pertama 

kalinya sebagai berikut : 

 

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13  selengkapnya berbunyi : 

 

Pasal 13   

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi 

pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa 

denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 

setiap pelanggaran. 
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(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi 

pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 

 

Pasal II 

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.  

 

  

Ditetapkan di Ciamis 

pada tanggal 29 Nopember 2016 
 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal  29 Nopember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

 

H. HERDIAT S. 
 

(17/314/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR  17 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:     

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

AEP SUNENDAR SH., MH 
NIP. 19621018 198303 1 005 

TOSHIBA
Typewritten text
Cap/ttd



5 
 

PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

 

NOMOR   17   TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

 

I. UMUM 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis perlu mengatur ketentuan tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


